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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR 08//PP.07/1571/2021 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR 38/PP.07-
Kpt/1571/KPU-Kot/IV/2020 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

ABSTRAK

: bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

361/SDM.14-Kpt/05/KPU/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Pengangkatan Pengganti
Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Periode 2018-2023 atas nama
Sdr. Arief Lesmana Yoga, S.TP., dan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 1087/SDM.05.5/04/2021 tanggal 20 September 2021
Tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang mengangkat Sdri Dessy Nur
Lisa Lumban Tobing, M.H. sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi, maka
perlu dilakukan Perubahan terhadap Keputusan KPU Kota Jambi Nomor 38/PP.07-
Kpt/1571/KPU-Kot/IV/2020 Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 20); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi



Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota

Jambi.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 08//PP.07/1571/2021
diatur tentang :
Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor

38/Pp.07-Kpt/1571/Kpu-Kot/Iv/2020 Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola
Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi

CATATAN Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi berlaku sejak tanggal
ditetapkan 05 November 2021.

Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan Nomor 38/PP.07-Kpt/1571/Kpu-
Kot/IV/2020 dinyatakan tidak berlaku



